



TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI BANTUAN 
SOSIAL DI PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN 





Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar 
Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum 
pada Fakultas Syariah dan Hukum 








FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM 





PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 
 Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama : Muh. Yunus 
NIM : 10500111084 
Tempat/Tgl. Lahir : Curubaweng/28 November 1992 
Jur/Prodi/Konsentrasi : Ilmu Hukum/Pidana 
Fakultas/Program : Syariah dan Hukum 
Alamat : Jln. Pasar Hartaco Blok Iic No 11d, Kel. Parang Tambung, 
Kec. Tamalate, Kota Makassar 
Judul : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Di 
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Studi Putusan Nomor 
: 20/Pid.Sus/2012/Pn.Makassar) 
 Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini 
benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan 
duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka 
skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum. 
 
      Makassar,  8 April 2015 
      Penyusun, 
 
 
      Muh. Yunus 






Skripsi yang berjudul, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Bantuan 
Sosial Di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Studi Putusan Nomor : 20/PID.SUS/ 
2012/PN.Makassar)”, yang disusun oleh Muh. Yunus, NIM: 10500111084, 
mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin 
Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang 
diselenggarakan pada hari Rabu, 8 April 2015 M, bertepatan dengan 18 Jumadil 
Akhir 1436 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk 
memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum. 
     Makassar, 8 April 2015 M. 
       18 Jumadil Akhir 1436 H 
DEWAN PENGUJI 
Ketua Majelis  : Prof. Dr. H. Ali Parman, M.A. (   ) 
Sekretaris  : Dr. Hamsir, M.Hum   (   ) 
Penguji I  : Ahkam Jayadi, SH., MH.  (   ) 
Penguji II  : Ashabul Kahfi, S.Ag., M.HI. (   ) 
Pembimbing I  : Irfan, S.Ag., M.Ag.   (   ) 
Pembimbing II : Rahman Syamsuddin, SH., MH. (   ) 
     Diketahui oleh : 
     Dekan Fakultas Syariah dan Hukum 
     UIN Alauddin Makassar, 
 
     Prof. Dr. H. Ali Parman, M.A. 







Puji syukur kepada Allah swt. atas limpahan kasih, sayang berserta segala 
transendenitas nikmat-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak 
Pidana Korupsi Bantuan Sosial Di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Studi 
Putusan Nomor : 20/PID.SUS/2012/PN.Makassar)” dapat dilesaikan. Adapun skripsi 
ini ditulis dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar Sarjana 
Hukum pada jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan HukumUniversitas Islam 
Negeri Alauddin Makassar. 
Segala tantangan dan rintangan yang penulis hadapi dalam proses 
penyelesaian skripsi ini dapat terlewati berkat hadirnya bantuan dan dukungan dari 
berbagai pihak. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua 
penulis Ayahanda Abdul Rahman dan Ibunda Hamisah yang senantiasa mendoakan 
segala kebaikan, mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh cinta dan kasih 
sayang yang tak dapat ternilai dengan apapun. Kakanda tersayang Syahrul yang 
senantiasa menjadi penyemangat bagi penulis untuk meraih sukses, dan Fatimah 
yang senantiasa menjadi pemacu semangat dan juga menjadi contoh yang baik untuk 
penulis, serta Nenek Tercinta Hj. Sitti Hamdiah dan Alm. Rani yang senantiasa 
menjadi panutan untuk menjaga harga diri.  
Melalui kesempatan ini, dengan segala rasa hormat penulis mengucapkan 




1. Bapak Prof. Dr. H. A. Qadir Gasing HT.,M.S., selaku Rektor UIN Alauddin 
Makassar. 
2. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Thib Raya, MA., selaku PgS Rektor UIN Alauddin 
Makassar. 
3. Bapak Prof. Dr. H. Ali Parman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah dan 
Hukum UIN Alauddin Makassar, Bapak Dr. Hamsir, S.H., M.Hum., selaku 
Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Ibu Istiqamah, S.H., M.H., selaku Sekretaris 
Jurusan Ilmu Hukum atas ketersediaan sarana dan prasarana akademis 
maupun administratif yang memudahkan terselesaikannya skripsi ini. 
4. Bapak Irfan, S.Ag., M.Ag. dan Bapak Rahman Syamsuddin, S.H., M.H. atas 
arahan dan petunjuk yang diberikan sebagai pembimbing dalam penyelesaian 
skripsi ini. 
5. Bapak dan Ibu Dosen pada Jurusan Ilmu Hukum UIN Alauddin Makassar atas 
teladan dan konduksi edukasi yang diberikan selama proses menempuh 
pendidikan di Jurusan Ilmu Hukum UIN Alauddin Makassar. 
6. Kepala dan Seluruh Staf Pengadilan Negeri Makassar yang telah memberikan 
fasilitas waktu, tempat selama pelaksanaan penelitian ini. 
7. Kepala perpustakaan UIN Alauddin dan Seluruh Stafnya. 





9. Saudara-saudari Ilmu Hukum 2011 tanpa terkecuali. Oleh karena motivasi, 
empati, inspirasi dan kontribusi yang diberikan dalam proses penyelesaian 
skripsi ini. 
10. Kakanda Alumni Ilmu Hukum Angkatan 2010 sampai angkatan pertama Ilmu 
Hukum tanpa terkecuali. 
11. Adik-adik Ilmu Hukum Angkatan 2012 sampai angkatan sekarang tanpa 
terkecuali. 
12. Keluarga Besar UKM LIMA Washilah UIN Alauddin Makassar yang menjadi 
tempat rumah untuk mengasah kreatifitas penulis. Perhimpunan Mahasiswa 
Hukum Indonesia (PERMAHI), Serta keluarga besar Komunitas Sosial Peduli 
Bangsa (KSPB) yang menjadi inspirasi untuk selalu saling berbagi kepada 
sesama ciptaan Allah swt. 
13. Seluruh pihak yang sedikit banyak berkontribusi atas penyelesaian penelitian 
dan skripsi ini yang tidak mampu disebutkan satu-persatu. 
Besar harapan agar skripsi ini dapat berimplikasi positif dalam perkembangan 
hukum di Indonesia, baik dalam dimensi teoritis maupun praktis. Namunpun 
demikian, ungkapan tak ada gading yang tak retak tentunya tetap menjadi 
representasi citra dari skripsi ini yang tak mampu menyentuh kesempurnaan. Kurang 




Semoga Allah swt. selalu menaungi kita sekalian dengan rahmat-Nya dan 
semoga Allah swt. akan menilai dan menakar produk kerja keras ini sebagai amal 
ibadah yang berkelanjutan di sisi-Nya. Amin. 

























JUDUL .............................................................................................................       i 
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..........................................................     ii 
PENGESAHAN ...............................................................................................    iii 
KATA PENGANTAR .....................................................................................    iv 
DAFTAR ISI ....................................................................................................  viii 
ABSTRAK .......................................................................................................       x 
BAB I  PENDAHULUAN ....................................................................      1-8 
A. Latar Belakang Masalah ....................................................     1 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus ..............................     6 
C. Rumusan Masalah .............................................................     6  
D. Kajian Pustaka ...................................................................     7 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .......................................     8 
BAB II  TINJAUAN TEORITIS............................................................  9-23 
A. Tindak Pidana ....................................................................     9 
B. Korupsi ..............................................................................   11 
C. Tindak Pidana Korupsi ......................................................   12 
D. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi ...............................   17 
E. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi ....................................   20 
F. Bantuan Sosial ...................................................................   21 
G. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan .........   21 
BAB III  METODOLOGI PENELITIAN ...............................................  24-25 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian ...............................................   24 
B. Pendekatan Penelitian ........................................................   24 
C. Sumber Data ......................................................................   24 
D. Metode Pengumpulan Data ...............................................   25 
E. Instrumen Penelitian ..........................................................   25 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data ...............................   25 
BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ........................  26-53 
A. Dasar Pertimbangan Hakim Secara Formil Terhadap 
Putusan Nomor : 20/PID.SUS/2012/PN.Makassar ...........   26 
1. Kasus Korupsi Bantuan Sosial Provinsi Sulawesi 
Selatan Nomor : 20/PID.SUS/2012/PN.Makassar .....   27 




b. Saksi-saksi ...........................................................   35 
c. Barang Bukti .......................................................   36 
d. Dakwaan Penuntut Umum ..................................   37 
e. Amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana 
Korupsi Pada Pengadilan Negeri Makassar ........   39 
2. Analisis Penulis ..........................................................   40 
B. Dasar Pertimbangan Hakim Secara Materil Terhadap 
Putusan Nomor : 20/PID.SUS/2012/PN.Makassar ...........   42 
1. Unsur-unsur Dakwaan ................................................   42 
2. Analisis Penulis ..........................................................   43 
a. Setiap Orang ........................................................   43 
b. Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri 
atau Orang Lain atau Suatu Korporasi ................   44 
c. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan 
atau Sarana yang Ada Padanya Karena Jabatan 
atau Kedudukan ...................................................   46  
d. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau 
Perekonomian Negara .........................................   48 
e. Telah Melakukan atau Turut Serta Melakukan 
Perbuatan .............................................................   50 
f. Yang Dilakukan Secara Berturut-Turut dan 
Tidak Dapat Ditentukan Lagi Sebanyak Berapa 
Kali atau Setidak-Tidaknya Lebih Dari Satu 
Kali yang Merupakan Beberapa Perbuatan yang 
Saling Berhubungan Sehingga Dipandang 
Sebagai Suatu Perbuatan Berlanjut (voorgezette 
handeling)............................................................   52 
BAB V  PENUTUP ................................................................................  54-55 
A. Kesimpulan ........................................................................   54 
B. Implikasi Penelitian ...........................................................   54 
KEPUSTAKAAN 
LAMPIRAN-LAMPIRAN 









Nama  : MUH. YUNUS 
NIM  : 10500111084 
Judul  : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Di 
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Studi Putusan Nomor :20/ 
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Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah dasar pertimbangan 
putusan hakim secara formil terhadap Putusan Nomor: 20/PID.SUS/2012/ 
PN.Makassar? dan bagaimanakah dasar pertimbangan putusan hakim secara materil 
terhadap Putusan Nomor : 20/PID.SUS/2012/PN.Makassar? 
Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis. Adapun data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data yang digunakan berjenis data kualitatif 
yang diperoleh dari berbagai literatur yang relevan dengan masalah yang diangkat. 
Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kajian 
kepustakaan (library research). 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dasar pertimbangan putusan hakim 
secara formil terhadap Putusan Nomor : 20/PID.SUS/2012/PN.Makassar yaitu sudah 
tepat dan sesuai, mulai tempat diprosesnya kasus Tindak Pidana Korupsi Bantuan 
Sosial Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, sampai terpenuhinya jumlah saksi dan 
alat bukti. serta dasar pertimbangan putusan hakim secara materil terhadap Putusan 
Nomor : 20/PID.SUS/2012/PN.Makassar yaitu segala unsur-unsur dalam dakwaan 
Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 
tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sudah 
tepat dan terpenuhi sehingga kasus ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Penegakan Hukum di Indonesia 
terutama dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi dilakukan secara maksimal 
dan tindak pandang bulu, tidak melihat latar belakang maupun jabatan yang 
dipangkunya pada saat yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka, serta segala 
prosedur yang berlaku harus ditaati dan dipenuhi supaya tidak menimbulkan masalah 
baru dikemudian hari. 2) Dalam pembuktian unsur-unsur terhadap apa yang menjadi 
dakwaan penuntut umum terhadap tersangka dipandang perlu memperhatikan secara 
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A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki banyak lembaga hukum 
yang menaungi permasalahan yang terjadi di Indonesia. Indonesia memiliki banyak 
masalah yang semakin lama semakin meningkat, khususnya maraknya kasus korupsi 
yang terjadi di Indonesia dan mengalami peningkatan yang drastis. 
Akhir-akhir ini masalah korupsi sedang hangat diperbincangkan publik, 
terutama dalam media massa baik lokal maupun nasional. Kasus korupsi yang marak 
di Indonesia saat ini bukan hanya kasus korupsi yang ditimbulkan oleh pejabat dan 
petinggi-petinggi negara, namun pengusaha-pengusaha kelas atas pun sudah mulai 
meramaikan kasus tersebut. Bahkan lembaga hukum tertinggi di Indonesia pun sudah 
menunjukkan perannya dalam kasus tersebut seperti kasus korupsi yang menjerat 
mantan ketua Mahkamah Konstitusi. Korupsi seakan sudah menjadi hal yang biasa 
bagi Indonesia namun hal tersebut sangat merugikan bangsa Indonesia itu sendiri. 
Korupsi menimbulkan banyak kerugian baik untuk negara maupun untuk 
masyarakatnya. 
Korupsi menjadi sebuah produk dari sikap hidup satu kelompok masyarakat 
yang memakai uang sebagai standard kebenaran dan sebagai kekuasaaan mutlak. 
Sebagai akibatnya, kaum koruptor yang kaya raya dan para politisi korup yang 







dihormati. Mereka ini juga akan menduduki status sosial yang tinggi dimata 
masyarakat.  
Korupsi dimulai dengan semakin mendesaknya usaha-usaha pembangunan 
yang diinginkan, sedangkan proses birokrasi relaif lambat, sehingga setiap orang atau 
badan menginginkan jalan pintas yang cepat dengan memberikan imbalan-imbalan 
dengan cara memberikan uang pelicin (uang sogok). Praktek ini akan berlangsung 
terus menerus sepanjang tidak adanya kontrol dari pemerintah dan masyarakat, 
sehingga timbul golongan pegawai yang diistilahkan OKB-OKB (orang kaya baru) 
yang memperkaya diri sendiri.  
Korupsi menjadi musuh seluruh umat. Bukan hanya sebagai warna negara, 
namun sebagai umat yang beragama juga turut andil dalam memerangi yang namanya 
korupsi. 
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Terjemahnya:  
Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. 
Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada 





tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan 
(pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.1 
 Ayat ini menjelaskan betapa buruknya perbuatan ini, dengan menyatakan 
bahwa perbuatan itu tidak mungkin dilakukan oleh seorang nabi yang mempunyai 
kepribadian yang mulia, bersifat amanah dan terpelihara dari berbuat yang buruk. 
Kemudian buruknya perbuatan ini dipertegas dengan hukuman yang ditetapkan Allah 
bagi pelaku penggelapan nanti di hari kiamat. Mereka akan dipermalukan  dengan 
memanggul barang yang mereka gelapkan itu, agar perbuatan yang dahulu mereka 
lakukan secara sembunyi-sembunyi itu diketahui oleh orang banyak , sehingga aibnya 
terbuka, yang membuat semakin pedihnya azab. Kemudian Allah menegaskan bahwa 
tidak ada satu perbuatanpun yang akan luput dari pembalasan.2 
 Dalam ayat lain, yaitu Q.S. Al Baqarah 2 : 188 
>? F,G'	 H IHJ' 
IL$ E
M):#$ 
F,'8N OִP#$ /A#+ 
QR:T, F,'45 U V+WXH 
8Y ZJ' , 
..9\#$ .]7 '☺AH 
CDE    
Terjemahnya:  
                                                           
1Departemen Agama R.I., Al-Qur’an dan terjemahannya Edisi Kedua. (Semarang: P.T. Karya 
Toha Putra, 1996). 






Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di 
antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa 
(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian 
daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu 
mengetahui.3 
 Selanjutnya, pada ayat yang kedua dijelaskan larangan memakan harta orang 
lain secara batil. Larangan ini menunjukkan pada hukum haram. Artinya, haram 
memakan/mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan 
syari’at, seperti riba, risywah/suap/gratifikasi, penggelapan, korupsi, pencurian, 
perampokan, penipuan dan lain sebagainya. Kemudian Allah secara khusus 
menyebutkan  tentang (larangan) penyuapan terhadap hakim, agar hakim memutus 
dengan tidak adil, yaitu memenangkan pihak yang menyuap.  
 Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis multi 
medimensial serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi yaitu dampak dari kejahatan 
ini. Maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional 
yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui keseimbangan langkah-langkah 
yang tegas dan jelas dengan melibatkan seluruh potensi yang ada di dalam masyarakat 
khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum. 
Pada hakekatnya, korupsi sebagai “virus” yang merusak struktur 
pemerintahan, dan menjadi penghambat utama terhadap jalannya pemerintahan dan 
pembangunan pada umumnya. Dalam prakteknya, korupsi sangat sukar bahkan 
hampir tidak mungkin dapat diberantas, karena korupsi ini dilakukan oleh orang-orang 
yang punya pendidikan dan kedudukan yang tinggi sehingga sangat sulit untuk 
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dibuktikan dalam proses hukum. Disamping itu sangat sulit mendeteksinya dengan 
dasar-dasar hukum yang pasti. Namun akses perbuatan korupsi merupakan bahaya 
latent yang harus diwaspadai baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat itu 
sendiri. 
Di pemerintahan Sulawesi Selatan khususnya, beberapa tahun terakhir kita 
sering mendengar bahwa telah terjadi korupsi di pemerintah Provinsi Sulawesi 
Selatan. Tidak dapat dipungkiri bahwa korupsi yang melibatkan beberapa aparat 
Pemprov Sul-Sel (pemerintah provinsi sulawesi selatan) telah terlibat kasus korupsi 
dana Bantuan Sosial ( Bansos) senilai 8,8 miliar rupiah.4 
Kasus korupsi bansos tersebut termasuk juga kasus korupsi terbesar yang 
terjadi dalam Pemerintahan Provinsi Sulawesi selatan yang dipimpin oleh Syahrul 
Yasin Limpo selama dua periode sampai saat ini. 
Perkara yang melibatkan beberapa mantan orang terpenting di Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Selata, di antaranya  MAB (mantan Bendahara Pengeluaran 
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan) yang menyeretnya ke Pengadilan 
sehingga dijatuhkan hukuman penjara selama dua tahun. 
Namun, perlu kita perhatikan segala hal yang terjadi dalam proses kasus 
korupsi bansos tersebut. Mengingat bahwa begitu pentingnya kejelasan hukum pada 
setiap perkara yang diproses di pengadilan untuk menghindari permasalahan-
                                                           
4 Diakses di http://www.beritasatu.com/nasional/231727-4-tersangka-korupsi-bansos-sulsel-





permasalahan yang dapat muncul dikemudian hari sehingga merugikan berbagai 
pihak.. 
Berdasarkan kasus bansos tersebut, sehingga penulis memilih judul : 
“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Di Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Selatan (Studi Putusan Nomor : 20/PID.SUS/2012/PN. 
Makassar)” 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Berdasarakan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok 
masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Tinjauan Yuridis Tindak Pidana 
Korupsi Bantuan Sosial Di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan putusan 
hakim secara formil dan materil dalam Putusan Nomor : 20/PID.SUS/2012/PN. 
Makassar? 
Maka untuk menggali lebih dalam pokok masalah ini, maka diurai dalam 
bentuk sub masalah. 
C. Rumusan Masalah 
Adapun yang menjadi sub masalah dalam tulisan ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah dasar pertimbangan putusan hakim secara formil terhadap 
Putusan Nomor : 20/PID.SUS/2012/PN.Makassar? 
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan putusan hakim secara materil terhadap 







D. Kajian Pustaka 
Skripsi ini berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial 
Di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Studi Putusan Nomor : 20/PID.SUS/2012/ 
PN. Makassar)”. Dari hasil penelusuran yang telah dilakukan, ditemukan beberapa 
buku yang membahas tentang korupsi. Adapun buku-buku tersebut, yaitu: pertama, 
buku karya Wijayanto dan Ridwan Zachrie yang berjudul “Korupsi Mengorupsi di 
Indonesia (Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan)”, (Gramedia Pustaka 
Utama, 2010). Buku ini memfokuskan ulasan komprehensif dari para pakar dan 
pejuang antikorupsi tentang berbagai aspek korupsi di Indonesia, sebagai akumulasi 
pengetahuan dan pengalaman 30-an pakar dari berbagai bidang yang berasal dari 
berbagai negara.  
Kedua, buku karya Lamintang yang berjudul “Delik-Delik Khusus Kejahatan 
Jabatan dan Kejahatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi”, (Jakarta: Sinar 
Grafika, 2011). Buku ini membahas secara komprehensif kejahatan dalam Buku II 
KUHP, khususnya kejahatan jabatan sebagai tindak pidana korupsi sampai ke unsur-
unsurnya.. 
Ketiga, buku karya Surachmin dan Suhandi Cahaya yang berjudul “Strategi 
dan Teknik Korupsi (Mengetahui untuk Mencegah)”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). 
Buku ini membahas tentang bagaimana kita semua mengetahui gejala-gejala awal 





kehidupan kita mulai dari institusi terendah (kelurahan) sampai dengan lembaga-
lembaga negara. 
Adapun buku-buku referensi atau penelitian-penelitian ini berbeda dengan 
penelitian penyusun, yaitu penelitian berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang 
terjadi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun penelitian ini akan 
memfokuskan tentang Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Di Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Selatan (Studi Putusan Nomor : 20/PID.SUS/2012/PN. Makassar). 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan putusan hakim secara formil terhadap 
Putusan Nomor : 20/PID.SUS/2012/PN.Makassar. 
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan putusan hakim secara materil terhadap 
Putusan Nomor : 20/PID.SUS/2012/PN.Makassar. 
Sedangkan terkait kegunaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan 
bermanfaat sebagai: 
1. Media pengetahuan atau sebagai wadah yang dapat digunakan untuk 
menambah wawasan baru bagi para mahasiswa/mahasiswi yang ingin 
mengkaji atau mendalami hukum tindak pidana korupsi. 
2. Sebagai acuan dalam mengkaji kasus korupsi di Indonesia pada umumnya 












A. Tindak Pidana 
Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
(KUHP) dikenal dengan istilah straftbaar feit dan dalam kepustakaan tentang hukum 
pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang 
merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau 
perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang 
mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang 
dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum 
pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa 
yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah 
diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat 
memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. 
Pengertian Tindak Pidana menurut Simons ialah suatu tindakan atau 
perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana, 
bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang 
yang mampu bertanggung jawab.1 
Pendapat beberapa ahli tentang Pengertian Tindak Pidana :  
                                                           
1 Diakses di http://www.hukumsumberhukum.com /2014/06/apa-itu-pengertian-tindak-







Menurut Pompe, Pengertian Tindak Pidana adalah Suatu pelanggaran norma 
(gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak 
sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman trhadap 
pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya 
kepentingan hukum.  
Menurt Van Hamel, Pengertian Tindak Pidana ialah suatu serangan atau suatu 
ancaman terhadap hak-hak orang lain. 
Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar 
hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh 
seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-
undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. 
Menurut E.Utrecht, Pengertian Tindak Pidana dengan isilah peristiwa pidana 
yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (handelen atau 
doen positif) atau suatu melalaikan (natalen-negatif), maupun akibatnya (keadaan 
yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). 
Sementara itu, Moeljatno meyatakan bahwa Pengertian Tindak Pidana berarti 
perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang 
melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh 
masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh 
masyarakat. 
Kanter dan Sianturi, Pengertian Tindak Pidana didefinisikan suatu tindakan 





dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana, bersifat melawan hukum, serta 
dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab). 
Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpukan bahwa Pengertian tindak 
pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung 
jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan 
oleh undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Untuk 
membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana ialah 
apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak diberi sanksi pidana. 
B. Korupsi 
Pengertian masyarakat umum terhadap kata “korupsi” adalah berkenaan 
dengan “keuangan negara” yang dimiliki secara tidak sah (haram).2 
Dalam kamus besar bahasa Indonesia yang dikeluarkan Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan, diartikan dengan “korupsi” penyelewengan atau 
penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan 
pribadi atau orang lain. 
Pengertian “korupsi” berdasarkan UU No. 3 Tahun 1971, lebih luas, yang jika 
disimpulkan terdiri dari perbuatan seseorang yang merugikan keuangan Negara dan 
yang membuat aparat pemerintah tidak “efektif, efisien, bersih dan berwibawa”. Jika 
hal ini dipahami maka dapat diketahui bahwa tujuan UU Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi adalah : 
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- Mencegah kerugian keuangan Negara. 
- Mencapai aparat pemerintah yang efisien, efektif, bersih dan berwibawa. 
Semua hal-hal yang dimuat dalam UU No. 3 Tahun 1971 terkait dengan salah 
satu dari 2 (dua) hal yang di atas. Dua hal di atas saling erat hubungannya dengan 
“Keuangan Negara” tidak terlepas dari “aparat pemerintah” karena yang mengelola 
“Keuangan Negara” adalah aparat pemerintah. Oleh karenanya aparat pemerintah 
harus bersih. 
C. Tindak Pidana Korupsi 
Persepsi mengenai tindak pidana korupsi belum sepenuhnya sama, karena 
penafsiran terhadap makna tindak pidana korupsi sering dikaitkan dengan 
kepentingan anggota atau golongan dalam masyarakat. Hal ini diperkuat oleh 
pendapat Ketua Tim Kerja Anti Korupsi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Dr. 
Abdul Munir Mulkhan mengatakan, ada wilayah abu-abu tentang definisi korupsi 
yang sering kali dirasakan sebagai kendala di lapangan terhadap upaya 
pemberantasan korupsi. Terhadap wilayah abu-abu ini, sebaiknya dilakukan tafsir 
lebih lanjut untuk menegaskan apakah suatu tindakan termasuk korupsi atau bukan.3 
Ada yang tidak jelas bagi pengetahuan publik, apakah itu korupsi, 
penyalahgunaan atau ketidaktahuan. Kata Mulkhan saat pembukaan Halaqah Tarjih 
Tingkat Nasional Perumusan Tafsir Tematik Anti Korupsi di Solo, Jawa Tengah. 
(kompas, 22-08-2005). Lebih lanjut menurut Mulkhan, definisi operasional korupsi 
perlu dijelaskan karena tuntutan kondisi di lapangan. 
                                                           





Kriteria korupsi di lapangan bisa bereferensi pada keputusan politik. Di 
samping itu, orang khawatir, kalau menduga seseorang korupsi akan termasuk 
suudzon atau buruk sangka atau fitnah. Atau bahkan, khawatir dianggap tidak 
mempercayai Tuhan karena Tuhan bisa memberi rezki hambanya dari jalan apa pun, 
termasuk dari jalan korupsi ini. 
Hal tersebut berpengaruh terhadap aparat penegak hukum dalam menangani 
tindak pidana korupsi karena masyarakat belum memahami tindakan yang dilakukan 
terhadap oknum-oknum yang melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, 
perlu dijelaskan pengertian korupsi secara umum (universal) dan pengertian korupsi 
menurut hukum positif. 
 Menurut Fockema Andrea, kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio 
atau corruptus (Webster Student Dictionary: 1960).4 
 Mubyarto mengutip pendapat Smith sebagai berikut : 
“On the whole corruption in Indonesia appears to present more of a recurring 
political problem than an economic one. It undermines the legitimacy of the 
government in the eye of the young, educated elite and most civil servants.... 
Corruption reduces support for the government among elites at the province and 
regency level” (secara keseluruhan korupsi di Indonesia muncul lebih sering sebagai 
masalah politik daripada ekonomi. Ia menyentuh keabsahan (legitimasi) pemerintah 
di mata generasi muda, kaum elit terdidik dan pegawai pada umumnya.... Korupsi 
mengurangi dukungan pada pemerintah dari kelompok elite di tingkat provinsi dan 
kabupaten)”.5 
Lebih tegas lagi apa yang dikemukakan oleh Gunnar Myrdal sebagai berikut : 
                                                           
4 Kamus Hukum, Fockema Andreae. (Bandung: Bina Cipta, 1983) huruf c. Terjemahan Bina 
Cipta. 
5 Mubyanto, Ilmu Ekonomi, Ilmu Sosial dan Keadilan (Jakarta: Yayasan Agro Ekonomika, 





“The problem is of vital concern to the government of South Asia, because the 
habitual practice of bribery and dishonesty pavers the way for an authoritarian 
regime which justifies it self by the disclosures of corruption has regularly been 
advance as a main justification for military take overs” (Masalah itu (korupsi; 
penulis) merupakan suatu yang penting bagi pemerintah di Asia Selatan karena 
kebiasaan melakukan penyuapan dan ketidakjujuran membuka jalan membongkar 
korupsi dan tindakan-tindakan penghukuman terhadap pelanggar. Pemberantasan 
korupsi biasanya dijadikan pembenar utama terhadap kup militer)”.6 
Pendapat beberapa para ahli mengenai pengertian tindak pidana korupsi 
berbeda-beda, di antaranya berpendapat bahwakorupsi adalah penyimpangan dari 
tugas formal dalam kedudukan resmi pemerintah, bukan hanya jabatan eksekutif 
tetapi juga legislatif, partai politik, audif, BUMN/BUMD hingga di lingkungan 
pejabat sektor swasta. Pendapat lainnya menitikberatkan tindakan korupsi atas dasar 
apakah tindakan seseorang bertentangan dengan kepentingan masyarakat, 
mempergunakan ukuran apakah tindakan tersebut dianggap koruftif oleh pejabat 
umum atau tidak. 
Pengertian korupsi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (W.J.S 
Poerwadarminta), diartikan sebagai perbuatan curang, dapat disuap dan tidak 
bermoral. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah 
penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk 
kepentingan pribadi atau orang lain. 
Pengertian korupsi berdasarkan Black Law Dictionary: 
“Corruption an act done with an intent to give some advantage inconsistent with 
official duty and and the rights of others. The act of an official or fiduciary person 
who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit 
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for himself or for another person, contrary to duty and the rights of others.(Suatu 
perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa 
keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. 
Suatu perbuatan dari sesuatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana 
dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk 
dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-
kebenaran lainnya)”.7 
 Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, definisi 
korupsi terus berkembang. Dapat dilihat melalui perkembangan peraturan yang 
memuat materi Tindak Pidana Korupsi. 
Pertama, Undang-Undang Nomor 24 PRP Tahun 1960 tentang Pengusutan, 
Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi (telah dicabut). Ketentuan 
banyak diambil dari Peraturan Penguasa Perang Pusat, terutama rumusan delik 
dengan perubahan istilah misalnya “perbuatan korupsi pidana” diganti menjadi 
“tindak pidana korupsi”. Rumusan tindak pidana korupsi yang tertuang adalah 
tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau 
pelanggaran, memperkaya diri dan mensyaratkan lebih dahulu adanya suatu kejahatan 
atau pelanggaran yang dilakukan serta harus dapat dibuktikan.8 
Kedua, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi. Undang-undang ini hampir sama saja dengan Undang-Undang 
Nomor 24 PRP Tahun 1960 hanya terdapat beberapa perubahan misalnya istilah 
unsur delik yang semula “melakukan kejahatan” yang disusul dengan memperkaya 
diri sendiri diganti menjadi “melawan hukum” memperkaya diri sendiri dan 
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seterusnya. Di samping itu, beberapa pasal-pasal dari KUHP ditarik dalam Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1971 sebagai tindak pidana korupsi. Rumusan tindak pidana 
korupsi yang dimuat tanpa mensyaratkan terlebih dahulu adanya kejahatan atau 
pelanggaran yang harus dilakukan, melainkan menghendaki adanya sarana “melawan 
hukum” dalam melakukan perbuatan pidana yang memperkaya diri sendiri atau orang 
lain atau suatu badan (pasal 1 ayat (1) sub a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971). 
Ketiga, Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 
1. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. 
2. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar 
Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang 
merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara. 
3. Nepotisme adalah setiap pebuatan Penyelenggara Negara secara melawan 
hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di 
atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. 
Bertolak dari pengertian kolusi dan nepotisme yang telah dikemukakan di 
atas, baru dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi apabila perbuatan-
perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur dari pasal Tindak Pidana Korupsi 
sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang. Namun, perbuatan kolusi dan 
nepotisme dapat dikatakan merupakan proses awal dari satu rangkaian terjadinya 





Keempat, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang diganti dengan 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantsan Tindak Pidana 
Korupsi dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan dalam 
masyarakat, dengan harapan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak 
pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara 
pada khususnya serta masyarakat pada umumnya. 
Dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, perlu untuk 
dicermati beberapa materi muatan hukum yang diatur di dalamnya berbeda dengan 
peraturan perundang-undangan sebelunya, antara lain: 
1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil (Pasal 1 butir 2) 
2. Pengertian Keuangan Negara dan Perekonomian Negara (Penjelasan Umum 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999) 
3. Pengertian “secara melawan hukum” dan rumusan sebagai delik formil 
(Penjelasan Pasal 2 ayat (1)) 
D. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi 
a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
Pasal 55 KUHP 
1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana : 
1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut 
serta melakukan perbuatan. 
2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan 





atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau 
keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan 
perbuatan. 
2. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang 
diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.9 
Pasal 56 
Dipidana sebagai pembantu kejahatan : 
1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. 
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk 
melakukan kejahatan.10 
Pasal 63 
1. Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang 
dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, 
yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. 
2. Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur 
pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah 
yang diterapkan.11 
Pasal 64 
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Acara Pidana (Gama Press, 2010), h. 33 
10 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & KUHAP Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana, h.33 
11 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & KUHAP Kitab Undang-Undang Hukum 





1. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan 
kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga 
harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan 
satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat 
ancaman pidana pokok yang paling berat. 
2. Demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang dinyatakan 
bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan 
menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu. 
3. Akan tetapi, jika orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut 
dalam pasal-pasal 364, 373, 379, dan 407 ayat 1, sebagai perbuatan 
berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya melebihi dari tiga 
ratus tujuh puluh lima rupiah, maka ia dikenakan aturan pidana tersebut 
dalam pasal 362, 372, 378, dan 406.12 
b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 
Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. 
c. Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 Tanggal 29 Maret 1971 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
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e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
E. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi 
1. Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian 
Negara. Diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 dan Pasal 3 UU 
No. 31 Tahun 1999. 
2. Tindak Pidana Korupsi Penyuapan. Diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan 
b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b,  dan Pasal 6 ayat (2) UU No. 
20 Tahun 2001. 
3. Tindak Pidana Korupsi yang Berkaitan dengan Pembangunan, Leveransir dan 
Rekanan. Diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, dan huruf d, Pasal 7 ayat 
(2)  UU No. 20 Tahun 2001. 
4. Tindak Pidana Korupsi Penggelapan. Diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, 
Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, c, dan huruf d UU No. 20 Tahun 2001. 
5. Tindak Pidana Korupsi Kerakusan (Knevelarij). Diatur dalam Pasal 12 huruf 
e, f, g, h, dan huruf i UU No. 20 Tahun 2001. 
6. Tindak Pidana Korupsi tentang Gratifikasi. Diatur dalam Pasal 12B UU No. 
20 Tahun 2002, pasal ini merupakan tambahan yang dirumuskan dalam 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Pasal 12C ayat (1), (2), dan ayat 
(3) UU No. 20 Tahun 2001. 





Diatur dalam Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999. 
F. Bantuan Sosial 
Bantuan sosial adalah salah satu bentuk transfer (bisa berupa uang/barang) 
yang ditujukan untuk kelompok/anggota masyarakat/partai politik untuk 
meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui kriteria penyaluran yang produktif. 
Agar bantuan sosial bisa dilaksanakan dengan akuntabel, transparan, dan berpegang 
pada prinsip berkeadilan perlu dibentuk suatu tim verifikasi independen yang akan 
menilai secara selektif baik kriteria penerima maupun dari segi proposal bantuan 
sosial itu sendiri13 
G. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan 
Lilik Mulyadi megemukakan bahwa:  
“Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari 
suatu delik, apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik 
yang didakwakan oleh penuntut umum. Sehingga pertimbangan tersebut relevan 
terhadap amar / diktum putusan hakim”.14 
Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argument atau alasan yang 
dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum 
memutus perkara. Dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum 
pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-
fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi komulatif dari 
keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti.  
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14 Lilik Mulyadi,  Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana. (Bandung: PT. Citra Aditya 





Rusli Muhammad mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dapat dibagi 
menjadi 2 (dua) kategori, yakni:  
“Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 kategori yakni, pertimbangan yuridis 
dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim 
yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh 
Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan misalnya 
dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-
barang bukti, dan Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan 
pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, akibat perbuatan 
terdakwa, kondisi terdakwa, dan agama terdakwa”.15 
Fakta- fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi kejadian 
(locus delicti), tempat kejadian (tempus delicti), dan modus operandi tentang cara 
tindak pidana itu dilakukan. Selain itu dapat pula diperhatikan aspek akibat langsung 
atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, jenis barang bukti yang digunakan, serta 
kemampuan terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.  
Apabila fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah putusan 
hakim mempertimbangkan unsure-unsur delik yang didakwakan oleh penuntut 
umum, setelah sebelumnya dipertimbangkan korelasi antara fakta-fakta, delik yang 
didakwakan dan unsur-unsur kesalahan terdakwa. Barulah kemudian, majelis 
mempertimbangkan dan meneliti terpenuhinya unsure-unsur delik pidana yang 
didakwakan terhadap terdakwa dan terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum. 
Selain pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan, hakim juga harus 
                                                           
15 Rusli Muhammad. 2007. Hukum Acara Pidana Kontemporer. (Bandung: PT. Citra Aditya 





menguasai aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang 
ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendiriannya.  
Menurut Lilik Mulyadi, setelah diuraikan mengenai unsur-unsur delik yang 
didakwakan, ada tiga bentuk tanggapan dan pertimbangan hakim, antara lain : 
“Tiga bentuk tanggapan dan pertimbangan hakim yakni:  
1. Ada majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara 
detail, terperinci, dan subtansial terhadap tuntutan pidana dari penuntut 
umum dan pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum.  
2. Ada pula mejelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara 
selintas terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan pledoi dari 
terdakwa atau penasihat hukum. 
3. Ada majelis hakim yang sama sekali tidak menanggapi dan 
mempertimbangkan terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dari 
pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum.”16 
Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putusan hakim, 
selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan 
terdakwa selama persidangan berlangsung. Hal-hal yang memberatkan misalnya 
terdakwa tidak jujur, terdakwa tidak mendukung program pemerintah, terdakwa 
sudah pernah dipidana sebelumnya, dan lain sebagainya. Sementara hal-hal yang 
bersifat meringankan adalah terdakwa belum pernah dipidana, terdakwa bersikap baik 
selama persidangan, terdakwa mengakui kesalahannya, terdakwa masih muda, dan 
lain sebagainya.17 
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A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan 
cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih 
ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai 
pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan 
teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan 
sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.1 
Berdasarkan penjelasan diatas, maka penelitian ini merupakan penelitian jenis 
kualitatif yang lokasi penelitiannya yaitu tempat dimana kasus yang berhubungan 
dengan penelitian ini (kasus tindak pidana korupsi bantuan sosial Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Selatan) di proses. 
B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis. 
Secara sederhana, yuridis berarti sesuai hukum, secara hukum dan menurut hukum.2 
C. Sumber Data 
Dalam proses penelitian ini, data yang digunakan berjenis data kualitatif yang 
diperoleh dari berbagai literatur yang relevan dengan masalah yang diangkat. 
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Literatur yang dimaksudkan berupa buku (cetak maupun elektronik), sumber-sumber 
hukum tertulis (nasional maupun islam), database software dan artikel yang (online 
maupun offline). 
D. Metode Pengumpulan Data  
 Penelitian ini dalam penulisannya menggunakan metode kajian kepustakaan 
(library research). Metode penulisan kajian kepustakaan adalah metode yang berupa 
pengkajian terhadap bahan tertulis yang dikumpulkan untuk kemudian menarik suatu 
kesimpulan darinya. 
E. Instrumen Penelitian 
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data-data yang 
memuat materi tentang korupsi dan segala pemberitaan media massa yang ada 
kaitannya dengan kasus korupsi di Indonesia terutama kasus korupsi bantuan sosial 
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Data primer maupun sekunder yang telah terkumpul selanjutnya diseleksi dan 
direduksi relevansinya dengan menggunakan analisa kualitatif, sehingga hasilnya 









HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Secara Formil Terhadap Putusan 
Nomor : 20/PID.SUS/2012/PN.Makassar 
Tindak Pidana Korupsi di Indonesia telah diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 
2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang ini merupakan produk hukum terbaru 
sebagai acuan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. 
Sebagai mana yang tertera dalam pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999  Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut : 
1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan 
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat 
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara 
dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) 
tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 
2. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.1 
 
Terkait dengan penyalahgunaan jabatan diatur dalam pasal 3 UU Nomor 31 
Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut : 
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain 
atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana 
yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan 
keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara 
seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling 
lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 
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(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar 
rupiah).2 
 
1. Kasus Korupsi Bantuan Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 20/PID. 
SUS/2012/PN.Makassar. 
a. Dakwaan Terhadap Terdakwa 
PRIMAIR : 
Bahwa ia Terdakwa MAB, selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat 
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang diangkat berdasar Surat Keputusan 
Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 4251/XII/tahun 2007 tanggal 28 
Desember 2007 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana Dalam 
Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2008 pada Badan/Dinas/Unit 
Kerja/Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sulawesi Selatan dan SAKSI AM 
selaku Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus bertindak selaku 
Pengguna Anggaran (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), pada 
waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara tanggal 22 
Februari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 atau setidak-
tidaknya dalam beberapa waktu yang masih dalam Tahun 2008, bertempat di 
Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Jl. Urip Sumoharjo Kota 
Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk 
dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan 
Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah 
melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan 
perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang 
dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan 
secara berturut-turut dan tidak dapat ditentukan lagi sebanyak berapa kali atau 
setidak-tidaknya lebih dari satu kali yang merupakan beberapa perbuatan yang 
saling berhubungan sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut 
(voorgezette handeling), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-
cara sebagai berikut : 
Bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi 
Sulawesi Selatan TA. 2008 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Perubahan (APBD-P)  Provinsi Sulawesi Selatan TA. 2008 dianggarkan 
Belanja Bantuan Sosial Kemasyarakatan yang seluruhnya berjumlah Rp 
151.476.442.800.- (seratus lima puluh satu milyar empat ratus tujuh puluh 
enam juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri 
dari Belanja Bantuan Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp 149.976.442.800.- 
(seratus empat puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta 
empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dan Belanja Bantuan 
Partai Politik sebesar Rp 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) 
yang dialokasikan pada anggaran Sekretariat Provinsi Sulawesi Selatan dan 
penatausahaannya dilakukan pada Biro Keuangan dan Biro Kesejahteraan 
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Agama dan Pemberdayaan Perempuan (Biro KAPP) yang sampai dengan 
akhir tahun anggaran telah terealisasi sebesar Rp 151.476.442.800.- (seratus 
lima puluh satu milyar empat ratus tujuh puluh enam juta empat ratus empat 
puluh dua ribu delapan ratus rupiah). 
Bahwa pada tahun anggaran 2008 tersebut, Sekretariat Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Selatan antara lain menerima 202 berkas Proposal Kegiatan 
yang diajukan oleh sejumlah Lembaga/Organisasi/Yayasan kepada Gubernur 
Sulawesi Selatan untuk mendapatkan dana Bantuan Sosial, maka atas 
sepengetahuan dan persetujuan Saksi AM sebagai Sekretaris Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan yang sekaligus bertindak selaku Pengguna Anggaran, 
perangkat organisasi Sekretariat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 
memproses berkas Proposal Kegiatan yang diajukan oleh sejumlah 
Lembaga/Organisasi/Yayasan tersebut dengan tahapan sebagai berikut : 
• Pihak Lembaga/Organisasi/Yayasan mengajukan surat permohonan 
bantuan sosial dengan dilampiri proposal kegiatan yang ditujukan kepada 
Gubernur Sulawesi Selatan; 
• Atas surat permohonan bantuan dan lampiran proposal kegiatan tersebut 
kemudian diproses oleh Kepala Biro Keuangan dan Kepala Biro 
Kesejahteraan Agama dan Pemberdayaan Perempuan (Biro KAPP), yang 
kemudian Kepala Biro Keuangan membuat nota pertimbangan mengenai 
ketersediaan dan kecukupan dana Bantuan Sosial dalam PAGU Anggaran 
yang ditujukan kepada Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan; 
• Bahwa atas Nota Pertimbangan dari Kepala Biro Keuangan tersebut, 
Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Gubernur Provinsi 
Sulawesi Selatan kemudian menerbitkan dan menandatangani Surat 
Keputusan (SK) Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pemberian 
Bantuan Kepada Lembaga/Organisasi/Yayasan pemohon; 
• Setelah Surat Permohonan, Proposal Kegiatan, Nota Pertimbangan/ Nota 
Dinas dan SK. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan sudah lengkap, 
Kepala Biro Keuangan kemudian melengkapi dokumen pemohon bantuan 
berupa Kuitansi Pembayaran kepada Lembaga/Organisasi/Yayasan 
penerima yang disetujui oleh Sekretaris Provinsi selaku Pengguna 
Anggaran (PA) dan diketahui oleh Kepala Biro Keuangan; 
• Bahwa setelah itu kuitansi pembayaran diserahkan kepada Bendahara 
Pengeluaran yang kemudian mencairkan dana bantuan baik berupa uang 
tunai maupun berupa cek kepada pihak yang mengajukan/penerima 
bantuan. 
 Padahal seharusnya pengelolaan, pemberian dan pertanggungjawaban 
dana Bantuan Sosial ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi 
Selatan sesuai ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri 
No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang 
berbunyi “Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, 
Bantuan Sosial dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah” dan sampai dengan akhir TA. 
2008 pengelolaan dana Bantuan Sosial dilaksanakan tanpa adanya Keputusan 
Gubernur Sulawesi Selatan yang mengatur dan menetapkan ketentuan 
mengenai tata cara pengelolaan, pemberian dan pertanggungjawaban dana 
Bantuan Sosial, sehingga bertentangan dengan ketentuan peraturan 





- Pasal 3 ayat (1) UU. No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang 
berbunyi “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan 
perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan 
bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.” 
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah : 
- Pasal 4 ayat (1) “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada 
peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan 
dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, 
kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.” 
- Pasal 54 ayat (2) “Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, 
efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.” 
- Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi “Tata 
cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial 
dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dalam Peraturan Kepala Daerah”; 
 Bahwa dalam tahapan pelaksanaan pemberian Dana Bantuan Sosial 
terhadap 202 proposal Kegiatan yang diajukan oleh sejumlah 
Lembaga/Organisasi/Yayasan dan telah terima serta diberikan Nota 
Pertimbangan mengenai ketersediaan dan kecukupan anggaran oleh Kepala 
Biro Keuangan selanjutnya diteruskan kepada Saksi AM selaku Sekretaris 
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus pengguna Anggaran yang 
langsung menyetujui pemberian dana Bantuan Sosial kepada 
Lembaga/Organisasi/Yayasan pemohon bantuan dengan menandatangani 
Surat Keputusan (SK) Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pemberian 
Bantuan Kepada Lembaga/Organisasi/Yayasan pemohon bantuan tanpa 
melakukan verifikasi dengan melibatkan pihak Badan Kesatuan Bangsa 
(BaKesbangpol) Provinsi Sulawesi Selatan guna memastikan kebenaran dan 
keberadaan Lembaga/Organisasi/Yayasan pemohon bantuan yang 
mengajukan 202 berkas Proposal Kegiatan; 
 Bahwa atas dasar persetujuan dari Saksi AM selaku Sekretaris Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus Pengguna Anggaran yang menyetujui 
pemberian bantuan sosial kepada Lembaga/Organisasi/Yayasan yang 
mengajukan 202 berkas proposal, terdakwa MAB selaku Bendahara 
Pengeluaran Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan langsung 
melakukan pembayaran bantuan sosial yang seluruhnya berjumlah Rp 
8.867.500.000.- (delapan milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta lima 
ratus ribu rupiah) tanpa melakukan penelitian dan pemeriksaan bukti yang 
lengkap dan sah dari penerima bantuan sosial tersebut, padahal berdasarkan 
laporan data Lembaga/Organisasi/Yayasan yang dibuat oleh Badan Kesatuan 
Bangsa Provinsi Sulawesi Selatan dalam periode bulan januari s.d desember 
2008, semua Lembaga/Organisasi/Yayasan yang menerima dana bantuan 
sosial TA. 2008 sebesar Rp 8.867.500.000.- (delapan milyar delapan ratus 
enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari 202 berkas proposal, tidak 
satupun yang terdaftar dalam laporan Badan Kesatuan Bangsa Provinsi 





Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga pembayaran 
yang dilakukan oleh terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran sebesar Rp 
8.867.500.000.- (delapan milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta lima 
ratus ribu rupiah) kepada Lembaga/Organisasi/Yayasan adalah 
Lembaga/Organisasi/Yayasan yang tidak jelas keberadaannya, alamat tidak 
ada, alamat ada namun Lembaga/Organisasi/Yayasan tidak diketahui, alamat 
dan Lembaga/Organisasi/Yayasan namun penerima adalah pihak lain diluar 
pengurus dan besaran bantuan yang diterima tidak sebesar nilai yang 
tercantum pada kuitansi penerimaan bantuan sosial serta uang bantuan sosial 
tidak sampai ke Lembaga/Organisasi/Yayasan. 
 Halmana bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
sebagai berikut : 
- Pasal 3 ayat (1) UU. No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang 
berbunyi “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan 
perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan 
bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.” 
- Pasal 21 ayat (4) UU. No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
yang berbunyi “Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar 
dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan 
pada ayat (3) yaitu : “meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang 
diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Anggaran, dan 
menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah 
pembayaran, serta menguji ketersediaan dana yang bersangkutan tidak 
dipenuhi.” 
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah : 
1. Pasal 4 ayat (1) “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada 
peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan 
dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, 
kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.” 
2. Pasal 54 ayat (2) “pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, 
efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.” 
3. Pasal 61 ayat (1) “setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang 
lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang 
menagih.” 
4. Pasal 80 Pasal 85 ayat (2) “pejabat yang menandatangani dan/atau 
mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang 
menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas 
kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat 
bukti dimaksud. 
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah : 
1. Pasal 45 ayat (2) : “Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diberikan tidak secara terus menerus/ tidak berulang setiap tahun 
anggaran, selektif, dan memiliki kejelasan peruntukan penggunanya”; 
2. Pasal 132 ayat (1) : “setiap pengeluaran belanja atas beban APBD 





3. Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi 
“Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, 
Bantuan sosial dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah”; 
- Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 tahun 2007 tanggal 
20 Juni 2007 tentang Pedoman penyusunan Anggaran dan Pendapatan 
dan Belanja Daerah tahun anggaran 2008 bagian II angka 2 huruf b 
nomor 15 tentang Bantuan Sosial yaitu : 
1) Huruf a), Bantuan Sosial digunakan untuk mengannggarkan 
pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada 
masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan 
masyarakat. Pemberian Bantuan Sosial tersebut tidak secara terus 
menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki 
kejelasan peruntukan penggunaannya. 
Bahwa Perbuatan terdakwa MAB selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat 
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Saksi AM selaku Sekretaris Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tersebut di atas telah memperkaya 
orang lain atau suatu Korporasi yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 
Rp. 8.867.500.000.- sesuai dengan laporan hasil Pemeriksaan Badan 
Pemeriksa Keuangan RI. Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 
31c/HP/XIX.MKS/06/2009. 
Perbuatan terdakwa MAB sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 
Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU 
No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. 
Pasal 64 ayat (1) KUHP; 
SUBSIDIAIR : 
Bahwa ia Terdakwa MAB, selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat 
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang diangkat berdasar Surat Keputusan 
Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 4251/XII/tahun 2007 tanggal 28 
Desember 2007 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana Dalam 
Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2008 pada Badan/Dinas/Unit 
Kerja/Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sulawesi Selatan dan Saksi AM 
selaku Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus bertindak selaku 
Pengguna Anggaran (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), pada 
waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara tanggal 22 
Februari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 atau setidak-
tidaknya dalam beberapa waktu yang masih dalam Tahun 2008, bertempat di 
Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Jl. Urip Sumoharjo Kota 
Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk 
dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan 
Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah 
melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan 
perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang 
dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan 
secara berturut-turut dan tidak dapat ditentukan lagi sebanyak berapa kali atau 





saling berhubungan sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut 
(voorgezette handeling), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-
cara sebagai berikut : 
Bahwa dalam TA. 2008 Pemerintah Prov. Sulawesi Selatan 
menganggarkan dalam APBD TA. 2008 belanja Bantuan Sosial seluruhnya 
sebesar Rp 151.476.442.800.- yang terdiri dari Bantuan Sosial Organisasi 
Kemasyarakatan sebesar Rp 149.976.442.800.- dan Belanja Bantuan Partai 
Politik sebesar Rp 1.500.000.000.-. Belanja Bantuan Sosial tersebut 
dianggarkan pada Sekretariat Daerah dan penatausahaannya dilakukan pada 
Biro Keuangan dan Biro kesejahteraan Agama dan Pemberdayaan Perempuan 
(Biro KAPP). 
Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 
tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 133 ayat (3) ditegaskan 
: “tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah Bantuan Sosial, 
dan bantuan keuangan sebagaimna dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam 
Peraturan Kepala Daerah. 
Namun ternyata dalam pelaksanaan pemberian dana bantuan sosial pada 
Sekretariat Provinsi Sulawesi Selatan TA. 2008 tidak ditetapkan dalam 
Peraturan Kepala Daerah berupa peraturan Gubernur tentang Tata cara dan 
Pertanggungjawaban Bantuan Sosial, sehingga hal ini bertentangan dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 133 ayat (3); 
Bahwa adapun mekanisme pengajuan dan penatausahaan belanja Bantuan 
Sosial organisasi kemasyarakatan adalah sebagai berikut : 
• Pihak Organisasi kemasyarakatan mengajukan surat permohonan bantuan 
dengan dilampiri proposal kegiatan yang ditujukan kepada Gubernur 
Sulawesi Selatan; 
• Atas surat permohonan bantuan dan lampiran proposal kegiatan tersebut 
kemudian diproses oleh Kepala Biro Keuangan dan Kepala Biro 
Kesejahteraan Agama dan Pemberdayaan Perempuan (Biro KAPP), yang 
kemudian Kepala Biro Keuangan membuat nota pertimbangan yang 
ditujukan kepada Sekretaris Daerah; 
• Bahwa atas Nota Pertimbangan dari Kepala Biro Keuangan tersebut, 
Sekretaris daerah (Sekda) atas nama Gubernur kemudian menerbitkan SK 
Gubernur tentang Pemberian Bantuan Kepada 
Lembaga/Organisasi/Yayasan pemohon. Surat Keputusan Gubernur 
ditandatangani oleh Sekretaris Daerah a.n. Gubernur; 
• Setelah Surat Permohonan, Proposal Kegiatan, Nota Pertimbangan/ Nota 
Dinas dan SK. Gubernur sudah lengkap, maka Kepala Biro Keuangan 
kemudian melengkapi dokumen pemohon bantuan berupa Kuitansi 
Pembayaran kepada Lembaga/Organisasi/Yayasan penerima yang 
disetujui oleh Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran (PA) dan 
diketahui oleh Kepala Biro Keuangan; 
• Bahwa setelah itu kwitansi pembayaran diserahkan kepada Bendahara 
Pengeluaran yang kemudian mencairkan dana bantuan baik berupa uang 
tunai maupun berupa cek kepada pihak yang mengajukan/penerima 
bantuan. 
Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah 





Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 4251/XII/tahun 2007 tanggal 28 Desember 
2007, berdasarkan pasal 1 ayat 18 UU No. 1 tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara, terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab 
yaitu : menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan 
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Negara/Daerah 
dalam rangka pelaksanaan APBD pada Kantor Pemerintah Daerah dan 
berdasarkan Pasal 21 ayat (3) UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara yang berbunyi Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari 
uang persediaan yang dikelolanya setelah : 
a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh 
pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 
b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah 
pembayaran. 
c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan. 
Pasal 21 ayat (4) : Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari 
pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat 
(3) tidak dipenuhi. 
Namun demikian dalam pelaksanaan pembayaran dana Bantuan Sosial 
kepada Lembaga/Yayasan pemohon Bantuan Sosial pada Kantor Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan, terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggung 
jawabnya selaku Bendahara Pengeluaran sebagaimana ketentuan peraturan 
perundang-undangan tersebut diatas. 
Bahwa pada tahun anggaran 2008 tersebut, Sekretariat Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Selatan antara lain menerima 202 berkas Proposal Kegiatan 
yang diajukan oleh sejumlah Lembaga/Organisasi/Yayasan kepada Gubernur 
Sulawesi Selatan untuk mendapatkan dana Bantuan Sosial dan dalam 
pelaksanaan pemberian dana Bantuan sosial tersebut, Saksi AM selaku 
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus Pengguna Anggaran 
tanpa didasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan Negara/Daerah 
yang baik dengan tujuan menguntungkan orang lain dengan menyetujui 
pemberian dana Bantuan Sosial kepada Lembaga/Organisasi/Yayasan 
pemohon bantuan, dimana Saksi AM selaku Sekretaris Daerah atas nama 
Gubernur telah menerbitkan Surat Keputusan tanpa didasari verifikasi yang 
memadai, dan tanpa melibatkan pihak Badan Kesatuan Bangsa (Kesbangpol) 
Provinsi Sulawesi Selatan untuk memastikan kebenaran/keberadaan 
Lembaga/Organisasi/Yayasan penerima bantuan yang menjadi tugas pokok 
dari Badan Kesatuan Bangsa oleh karena berdasarkan surat berupa Laporan 
Data Lembaga/Organisasi/Yayasan yang dibuat oleh Badan Kesatuan Bangsa 
dalam bulan Januari s.d Desember 2008, semua Lembaga/Organisasi/Yayasan 
yang mengajukan 202 Proposal merupakan Lembaga/Organisasi/Yayasan 
yang semuanya atau tidak satupun adalah Lembaga/Organisasi/Yayasan yang 
terdata dalam laporan Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Sulawesi Selatan. 
Bahwa atas persetujuan dari Saksi AM selaku Sekretaris Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan sekaligus Pengguna Anggaran untuk menyetujui pemberian 
Bantuan Sosial kepada Lembaga/Organisasi/Yayasan yang mengajukan 
proposal, terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah 
kemudian juga melakukan pembayaran Bantuan Sosial tanpa didasari 
verifikasi yang memadai yaitu tidak melakukan penelitian perintah 





tujuan menguntungkan orang lain telah melakukan pembayaran Bantuan 
Sosial kepada orang yang tidak berhak atau bukan pemilik proposal pemohon 
bantuan, sehingga dalam pelaksanaan pemberian dana Bantuan Sosial pada 
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dimana antara lain terdapat 202 
proposal dengan nilai bantuan yang sudah diberikan sebesar Rp 
8.867.500.000.- adalah Lembaga/Organisasi/Yayasan yang tidak jelas 
keberadaannya, alamat tidak ada, alamat ditemukan namun 
Lembaga/Organisasi/Yayasan tidak diketahui, alamat dan 
Lembaga/Organisasi/Yayasan ditemukan namun penerima adalah pihak lain 
diluar pengurus dan besaran bantuan yang diterima tidak sebesar nilai yang 
tercantum di kuitansi penerimaan bantuan sosial serta uang bantuan sosial 
tidak sampai ke Lembaga/Organisasi/Yayasan. 
Bahwa Perbuatan terdakwa MAB yang melakukan pembayaran atas 202 
proposal yang diajukan Lembaga/Organisasi/Yayasan senilai Rp 
8.867.500.000.- (delapan milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta lima 
ratus ribu rupiah) sebagaimana diuraikan di atas telah menyalahgunakan 
kewenangannya selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan sebagai berikut : 
• Terdakwa tidak melakukan penelitian kelengkapan perintah pembayaran 
yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran secara seksama dan tidak 
menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran padahal terdakwa 
menyadari dan mengetahui belum ada peraturan Gubernur Provinsi 
Sulawesi Selatan yang mengatur dan menetapkan pengelolaan, pemberian 
dan pertanggungjawaban dana Bantuan Sosial sesuai ketentuan Pasal 133 
ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 
• Terdakwa tidak melakukan penelitian kelengkapan perintah pembayaran 
yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran secara seksama dan tidak 
menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran atas pencairan dana 
Bantuan Sosial tersebut padahal keberadaan 
Lembaga/Organisasi/Yayasan yang mengajukan 202 Proposal tersebut  
sama sekali tidak terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa Provinsi 
Sulawesi Selatan; 
• Terdakwa telah melakukan pembayaran terhadap Proposal yang diajukan 
Lembaga/Organisasi/Yayasan kepada penerima yang tidak berhak yaitu 
pihak lain diluar pengurus Lembaga/Organisasi/Yayasan dan melakukan 
pembayaran yang tidak sebesar nilai yang tercantum pada kuitansi 
penerimaan bantuan. 
Perbuatan terdakwa MAB selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat 
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan bersama-sama dengan saksi AM selaku 
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah menyalahgunakan 
kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada jabatan atau 
kedudukannya sebagaimana tersebut di atas telah menguntungkan diri sendiri 
atau orang lain atau suatu Korporasi yang mengakibatkan kerugian negara 
sebesar Rp. 8.867.500.000.- sesuai dengan laporan hasil Pemeriksaan Badan 
Pemeriksa Keuangan RI. Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 
31c/HP/XIX.MKS/06/2009. 
Perbuatan terdakwa MAB sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 





Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 
Tahun 2001 tentang perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. 
Pasal 64 ayat (1) KUHP. 
 
b. Saksi-saksi  
1. Saksi AM 
2. Saksi MJH 
3. Saksi N 
4. Saksi AA 
5. Saksi ASA 
6. Saksi IAG 
7. Saksi ABG 
8. Saksi MH 
9. Saksi AYH 
10. Saksi SS 
11. Saksi H 
12. Saksi AN 
13. Saksi U 
14. Saksi AFA 
15. Saksi RT 
16. Saksi DL 
17. Saksi F 
18. Saksi ATZ 
19. Saksi ZD 
20. Saksi MS 
21. Saksi I 
22. Saksi M 
23. Saksi A 
24. Saksi SDG 
25. Saksi AM 
26. Saksi AA 
27. Saksi DN 
28. Saksi R 
29. Saksi SW 
30. Saksi NT 
31. Saksi N. 
32. Saksi YY 
33. Saksi GAGA 
34. Saksi AYP 
35. Saksi M 
36. Saksi SI 
37. Saksi AQM 
38. Saksi MRL 
39. Saksi MBK 
40. Saksi BH 
41. Saksi CAKS 





43. Saksi AAS 
44. Saksi A 
45. Saksi R 
46. Saksi GCP 
47. Ahli BK 
Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan terhadap saksi-saksi 
yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan tidak akan menghadirkan 
dipersidangan karena Tim Penuntut Umum menyatakan saksi-saksi sudah 
cukup. 
 
c. Barang Bukti 
1. 202 (dua ratus dua) proposal dari pihak ketiga 
(Lembaga/Organisasi/Yayasan); 
2. 8 (delapan) Surat Perintah Membayar (SPM) Bantuan Sosial Pemprov. 
TA. 2008; 
3. 8 (delapan) Daftar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Bantuan Sosial 
TA. 2008; 
4. Buku Kas Umum Bantuan Keuangan TA. 2008 Badan Pengelolaan 
Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan; 
5. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (DPPA-SKPD) Pejabat Pengelolah Keuangan Daerah Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2008; 
6. Surat Bank Sulawesi Selatan No.007/R/IV/2008, Tanggal 11 April 2008 
tentang Penegasan Langkah Antisipasi di Dalam Pengamanan Dana Pihak 
III; 
7. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No.163/II/TAHUN 2007, 
tanggal 21 Februari 2007 tentang pembentukan Tim Anggaran 
Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Selatan; 
8. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 4251/XII/TAHUN 
2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Penunjukan/Pengangkatan 
Pejabat Pelaksana dalam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2008 pada 
Badan/Dinas/Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi 
Sulawesi Selatan An. MAB  sebagai Bendahara penerima dan 
pengeluaran pada Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan; 
9. Rekening Koran Bank Sulawesi Selatan No. Rekening : 130-002-
000003061-1 tanggal proses : 29-9-2011 atas nama Nasabah : Bend. 
Sekretariat kantor Gubernur Sulawesi Selatan; 
10. Foto Copy Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.220/1980.DIII tanggal 
27 November 2007 tentang Tata Cara Pemberitahuan Keberadaan 
Ormas/LSM; 
11. Foto Copy Jumlah Surat Keterangan Terdaftar Ormas/LSM dan Yayasan 
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan; 
12. Foto Copy Data Kepengurusan Ormas Lingkup Pemprov Sulawesi 
Selatan (Hasil peninjauan Lapangan Bulan Januari s/d Desember 2008); 
13. 43 (empat puluh tiga) Bonggol Cek; 
14. 202 (dua ratus dua) rangkap bukti pengembalian kerugian negara Dana 





Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut ternyata telah disita 
dan telah pula memperoleh persetujuan/ijin penyitaan dari Ketua Pengadilan 
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, dipersidangan 
dibenarkan oleh Terdakwa, Saksi-saksi dan Ahli, sehingga menurut 
pertimbangan Majelis Hakim barang bukti perkara ini sah dan dapat dijadikan 
barang bukti dalam perkara ini. 
 
d. Dakwaan Penuntut Umum 
Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa Penuntut 
Umum dengan dakwaan, sebagai berikut : 
PRIMAIR : 
Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan 
ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 
(1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. 
SUBSIDIAIR : 
Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU 
No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. 
Pasal 64 ayat (1) KUHP. 
Dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa berbentuk dakwaan 
subsidaritas, sehingga terlebih dahulu Majelis Hakim akan 
mempertimbangkan dakwaan primer. 
Menimbang, Dakwaan primer yaitu melakukan tindak pidana 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah 
diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas 
UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. 
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. 
Unsur-unsur dakwaan primair tersebut adalah : 
1. Setiap Orang 
2. Dengan Cara Melawan Hukum 
3. Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain atau Suatu Korporasi 
4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara 
5. Telah Melakukan atau Turut Serta Melakukan 
6. Dilakukan Secara Berlanjut 
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, 
barang bukti, dan keterangan terdakwa dipersidangan ternyata Terdakwa 
MAB  adalah Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan yang diangkat dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi 
Selatan Nomor : 4251/XII/tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang 
Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana Dalam Pelaksanaan APBD 
Tahun Anggaran (TA) 2008 pada Badan/Dinas/Unit Kerja/Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sulawesi Selatan. 
Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran 





tentang Perbendaharaan Negara, mempunyai tugas dan tanggung jawab 
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan 
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Negara/Daerah 
dalam rangka pelaksanaan APBD pada Kantor Pemerintah Daerah. 
Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut menurut Majelis 
Hakim Unsur Setiap Orang pada Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor  31 Tahun 1999 
dihubungkan dengan jabatan terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran 
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tidak tepat, rumusan delik tindak pidana 
korupsi dengan spesifikasi khusus subyek hukum orang yang memangku 
jabatan atau kedudukan beserta kewenangan, kesempatan atau sarana yang 
melekat pada jabatan atau kedudukannya lebih tepat memenuhi unsur setiap 
orang dalam rumusan delik Pasal 3, dengan demikian unsur “setiap orang” 
dalam dakwaan ini tidak terpenuhi. 
Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim membebaskan 
Terdakwa MAB dari dakwaan Primair Penuntut Umum kepadanya. 
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan 
dakwaan Subsidair Penuntut Umum kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 
3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 
2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) 
KUHP. 
Menimbang, bahwa unsur-unsur delik dalam dakwaan subsidair tersebut 
adalah sebagai berikut: 
1. Setiap Orang 
2. Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu 
Korporasi 
3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada 
padanya karena Jabatan atau Kedudukan 
4. Dapat Merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara 
5. Telah Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan 
6. Yang dilakukan secara berturut-turut dan tidak dapat ditentukan lagi 
sebanyak berapa kali atau setidak-tidaknya lebih dari satu kali yang 
merupakan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga 
dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (voorgezette handeling). 
Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum diatas dalam 
kaitannya satu sama lain,  maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa MAB 
telah terbukti menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana yang 
didakwakan kepadanya sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair yaitu 
melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU 
No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. 








e. Amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan 
Negeri Makassar 
1. Menyatakan terdakwa MAB tidak terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair 
Penuntut Umum kepadanya; 
2. Membebaskan terdakwa MAB dari Dakwaan Primair Penuntut Umum 
tersebut; 
3. Menyatakan terdakwa MAB telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan 
berlanjut; 
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAB dengan pidana penjara 
selama 2 (dua) Tahun; 
5. Menetapkan lamanya terdakwa MAB ditahan dalam tahanan sementara 
dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya 
dengan perintah terdakwa tetap ditahan; 
6. Menjatuhkan pula pidana denda kepada terdakwa MAB sebesar Rp. 
500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila 
terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan 
pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; 
7. Menetapkan barang bukti berupa: 
1. 202 (dua ratus dua) proposal dari pihak ketiga 
(Lembaga/Organisasi/Yayasan); 
2. 8 (delapan) Surat Perintah Membayar (SPM) Bantuan Sosial 
Pemprov TA 2008; 
3. 8 (delapan) Daftar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Bantuan 
Sosial TA 2008; 
4. Buku Kas Umum Bantuan Keuangan TA 2008 Badan Pengelolaan 
Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan; 
5. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (DPPA-SKPD) Pejabat Pengelolah Keuangan Daerah 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2008; 
6. Surat Bank Sulawesi Selatan No.007/R/IV/2008, Tanggal 11 April 
2008 tentang Penegasan Langkah Antisipasi di Dalam Pengamanan 
Dana Pihak III; 
7. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No.163/II/TAHUN 
2007, tanggal 21 Februari 2007 tentang pembentukan Tim Anggaran 
Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Selatan; 
8. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 
4251/XII/TAHUN 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang 
Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana dalam Pelaksanaan 
APBD Tahun Anggaran 2008 pada Badan/Dinas/Unit Kerja/Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sulawesi Selatan An. 
MAB  sebagai Bendahara penerima dan pengeluaran pada Sekretaris 





9. Rekening Koran Bank Sulawesi Selatan No. Rekening : 130-002-
000003061-1 tanggal proses : 29-9-2011 atas nama Nasabah : Bend. 
Sekretariat kantor Gubernur Sulawesi Selatan; 
10. Foto Copy Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.220/1980.DIII 
tanggal 27 November 2007 tentang Tata Cara Pemberitahuan 
Keberadaan Ormas/LSM; 
11. Foto Copy Jumlah Surat Keterangan Terdaftar Ormas/LSM dan 
Yayasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi 
Selatan; 
12. Foto Copy Data Kepengurusan Ormas Lingkup Pemprov Sulawesi 
Selatan (Hasil peninjauan Lapangan Bulan Januari s/d Desember 
2008); 
13. 43 (empat puluh tiga) Bonggol Cek; 
14. 202 (dua ratus dua) rangkap bukti pengembalian kerugian negara 
Dana Bantuan Sosial pada Pemprov Sulawesi Selatan TA 2008. 
Digunakan dalam Perkara Lain; 
Terhadap bukti surat yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa yaitu : 
1. Surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan 
Provinsi Sulawesi Selatan yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi 
Selatan, tanggal 6 Desember 2011, No. 421/S/XIX.MKS/12/2011, 
Perihal : Tindak Lanjut LHP BPK-RI TA. 2008; 
2. Surat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Sekretariat Daerah, yang 
ditujukan kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik 
Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Tanggal 28 Februari 
2012, No. 790/1165/BPKD, Perihal : Tindak Lanjut LHP BPK-RI 
TA. 2008; 
3. Surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan 
Provinsi Sulawesi Selatan yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi 
Selatan, tanggal 15 Mei 2012, No. 137/S/XIX.MKS/05/2012, Perihal 
: Tanggapan Atas Tindak Lanjut LHP BPK-RI TA. 2008: 
Tetap terlampir pada berkas perkara ini: 
8. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- 
(Lima Ribu Rupiah); 
 
2. Analisis Penulis 
Berdasarkan putusan hakim terhadap kasus korupsi dengan Nomor : 
20/PID.SUS/2012/PN.Makassar, penulis menganalisis kasus tersebut secara formil 
dengan hasil sebagai berikut : 
Dalam proses kasus tindak pidana korupsi tersebut dianggap telah sesuai 
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang 





Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara Tindak 
Pidana Korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, 
menjatuhkan putusan pada kasus Nomor : 20/PID.SUS/2012/PN.Makassar dengan 
terdakwa MAB. Berdasarkan Pasal 3 UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan 
Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi : “Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 
berkedudukan di setiap ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi 
daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan”.3 Apabila kita kaitkan antara 
Pasal 3 UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan 
kasus Tindak Pidana Korupsi Bansos tersebut sudah tepat dan sesuai dengan aturan 
yang berlaku. 
Kasus Nomor : 20/PID.SUS/2012/PN.Makassar yang  diproses di Pengadilan 
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dengan  tuntutan Subsidair 
yang berlandaskan pada Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah 
dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. 
Pasal 64 ayat (1) KUHP.  
Penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya mengajukan saksi sebanyak 
47 orang. Jumlah saksi tersebut dalam sebuah kasus sudah lebih dari cukup. 
Berdasarkan Pasal 185 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
                                                           






(KUHAP) yaitu “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk mem-buktikan 
bahwa  terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.” Jadi 
dalam pasal ini apabila saksi tidak cukup atau lebih dari dua, maka saksi tersebut 
tidak sah. Namun, dalam kasus tindak pidana korupsi bantuan sosial ini terdapat 47 
saksi sehingga dapat dinyatakan sah dan sudah sesuai dengan Undang-Undang yang 
berlaku. 
Pembuktian kasus Nomor : 20/PID.SUS/2012/PN.Makassar juga mengacu 
pada barang bukti  yang telah disita dan telah pula memperoleh persetujuan/ijin 
penyitaan dari Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri 
Makassar. Barang bukti perkara tersebut sah dan dapat dijadikan barang bukti dalam 
proses persidangan. Jumlah barang bukti yang disita tersebut sebanya 14 jenis.  
Barang bukti yang sah dan jumlah saksi dalam kasus tindak pidana korupsi 
bantuan sosial ini telah memenuhi syarat sebuah kasus dapat diproses sesuai Pasal 
183 dan 184 ayat (1) KUHAP sehingga kasus tersebut penulis membenarkan dan 
sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dalam proses penanganan kasus tersebut. 
B. Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Secara Materil Terhadap Putusan 
Nomor : 20/PID.SUS/2012/PN.Makassar 
1. Unsur-unsur Dakwaan 
Berdasarkan perkara kasus korupsi dengan Nomor : 20/PID.SUS/2012/ 
PN.Makassar yang menyatakan bahwa terdakwa MAB terbukti menurut hukum 
bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam 





Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah 
dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. 
Pasal 64 ayat (1) KUHP. 
Adapun unsur-unsur yang dakwaan tersebut adalah : 
1. Setiap Orang 
2. Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu 
Korporasi 
3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada 
padanya karena Jabatan atau Kedudukan 
4. Dapat Merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara 
5. Telah Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan 
6. Yang dilakukan secara berturut-turut dan tidak dapat ditentukan lagi 
sebanyak berapa kali atau setidak-tidaknya lebih dari satu kali yang 
merupakan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga 
dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (voorgezette handeling). 
2. Analisis Penulis 
a. Setiap Orang 
Pelaku dari tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 3 ditentukan 
“setiap orang”, sehingga seolah-olah “setiap orang” dapat melakukan tindak 
pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 3. Tetapi, dalam pasal 3 tersebut 





suatu “jabatan atau kedudukan”. Oleh karena yang dapat memangku suatu 
“jabatan atau kedudukan” hanya orang perseorangan, maka menurut penulis 
tindak pidana korupsi yang terdapat dalam pasal 3 hanya dapat dilakukan oleh 
orang perseorangan, sedang korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana 
tersebut. 
Berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan, terdakwa MAB  
adalah Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 
yang diangkat dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan 
Nomor : 4251/XII/tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang 
Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana Dalam Pelaksanaan APBD Tahun 
Anggaran (TA) 2008 pada Badan/Dinas/Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga berdasarkan jabatan atau 
kedudukan terdakwa tersebut sangat jelas bahwa terdakwa telah memenuhi unsur 
“setiap orang”. 
b. Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau 
Suatu Korporasi 
Menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu 
pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari 
penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya.  
Dengan demikian, yang dimaksud dengan unsur “menguntungkan diri 
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah sama artinya dengan 





dalam ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat di dalam pasal 3, 
unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tersebut 
adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. 
Menurut Soedarto, pada waktu masih berlakunya Undang-Undang Nomor 
3 Tahun 1971 mengemukakan bahwa “ini merupakan unsur batin yang 
menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya. 
Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara objektif dengan memperhatikan 
segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan tersangka.”4 
Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain diartikan 
sebagai tahapan perkembangan batin pelaku yang menjadi rangkaian tindakan-
tindakan dan perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukum yang 
menguntungkan diri sendiri atau orang lain, tahapan perkembangan tindakan dan 
perbuatan pelaku bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain 
atau suatu korporasi dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan, 
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya 
yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara. 
Berdasarkan uraian diatas, dikaitkan dengan bukti-bukti yang dibenarkan 
oleh saksi dan terdakwa dalam persidangan, maka unsur ini telah terpenuhi. 
 
 
                                                           





c. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada 
padanya karena Jabatan atau Kedudukan 
Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada 
padanya karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, 
kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat 
atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud 
diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut. 
1. Kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau 
kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil 
tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan 
dengan baik. 
2. Kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku 
tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-
ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau 
kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana 
korupsi. 
3. Sarana adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan 
jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.5 
Menurut E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, jabatan adalah suatu 
lingkungan pekerjaan tetap (kring van vaste werkzaammheden) yang diadakan 
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dan dilakukan guna kepentingan negara atau kepentingan umum atau yang 
dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara, sedang 
yang dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan 
pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat teliti (zoveel 
mogelijk nauwkeurig omschreven) dan bersifat duurzaam atau tidak dapat diubah 
begitu saja.6 Sedangkan kedudukan diartikan sebagai fungsi pada umumnya 
kedudukan selain dapat dipangku oleh pegawai negeri sebagai pelaku tindak 
pidana korupsi, dapat pula dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang 
bukan pegawai negeri atau orang perseorangan swasta. 
Perbuatan terdakwa MAB yang melakukan pembayaran atas 202 proposal 
yang diajukan Lembaga/Organisasi/Yayasan senilai Rp 8.867.500.000.- (delapan 
milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) telah 
menyalahgunakan kewenangannya selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat 
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut : 
• Terdakwa tidak melakukan penelitian kelengkapan perintah 
pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran secara 
seksama dan tidak menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran 
padahal terdakwa menyadari dan mengetahui belum ada peraturan 
Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang mengatur dan menetapkan 
pengelolaan, pemberian dan pertanggungjawaban dana Bantuan 
Sosial sesuai ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam 
Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 
• Terdakwa tidak melakukan penelitian kelengkapan perintah 
pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran secara 
seksama dan tidak menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran 
atas pencairan dana Bantuan Sosial tersebut padahal keberadaan 
Lembaga/Organisasi/Yayasan yang mengajukan 202 Proposal 
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tersebut  sama sekali tidak terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa 
Provinsi Sulawesi Selatan; 
• Terdakwa telah melakukan pembayaran terhadap Proposal yang 
diajukan Lembaga/Organisasi/Yayasan kepada penerima yang tidak 
berhak yaitu pihak lain diluar pengurus Lembaga/Organisasi/Yayasan 
dan melakukan pembayaran yang tidak sebesar nilai yang tercantum 
pada kuitansi penerimaan bantuan serta melakukan pembayaran pada 
beberapa kegiatan secara langsung pada satu lembar cek pengeluaran. 
 
Berdasarkan uraian di atas, Perbuatan terdakwa MAB yang melakukan 
pembayaran tersebut sudah jelas unsur menyalahgunakan kewenangan, 
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah 
terpenuhi adanya. 
d. Dapat Merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara 
Merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi 
berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur  
merugikan keuangan negara adalah menjadi ruginya keuangan negara atau 
berkurangnya keuangan negara. 
Penjelasan umum keuangan negara pada Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara 
dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di 
dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang 
timbul karena : 
a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat 





b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan 
Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan 
hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan 
yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan 
negara. 
Di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah 
kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas 
kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada 
kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan 
memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan 
rakyat. 
Untuk dapat membuktikan adanya unsur merugikan keuangan negara 
tidak terlalu sulit, karena apa yang dimaksud dengan keuangan negara 
pengertiannya sudah jelas, tetapi sebaliknya untuk dapat membuktikan adanya 
unsur merugikan perekonomian negara sangat sulit.7 
Berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-
saksi, keterangan ahli, alat bukti surat dan keterangan terdakwa serta barang 
bukti, didapat fakta hukum ternyata dalam proses pembayaran dana Bantuan 
Sosial oleh terdakwa MAB selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan atas dasar perintah saksi AM selaku Sekretaris 
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan serta berdasarkan Nota Pertimbangan dari 
Kepala Biro Keuangan dan Kepala Biro KAPP telah melakukan pembayaran 
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atas 202 (dua ratus dua) proposal yang diajukan oleh 
Lembaga/Organisasi/Yayasan   sebesar Rp 8.867.500.000.- (delapan milyar 
delapan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Pembayaran 
tersebut bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. 
Berdasarkan uraian diatas, maka unsur ini sudah terpenuhi sebagaimana 
negara telah mengalami kerugian sebesar Rp 8.867.500.000.- (delapan milyar 
delapan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). 
e. Telah Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan 
Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
berbunyi : “Dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum, 
orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan 
perbuatan itu”. Menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H., siapa yang 
dianggap sebagai “pelaku” (dader) yaitu barang siapa yang memenuhi semua 
unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik. Sedangkan yang 
menyuruh melakukan (doen pleger) adalah seseorang yang berkehendak untuk 
melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh 
orang lain untuk melakukannya. Dan orang yang “turut melakukan”, menurut 
ajaran Prof. Simon ialah orang yang turut melakukan (mededader) harus 
memenuhi syarat dari tiap-tiap unsur yang merupakan syarat sebagai pelaku 
menurut ketentuan Undang-Undang. Suatu bentuk “turut melakukan” 
(mededaderschap) terjadi apabila beberapa orang bersama-sama melakukan 
delik. 
Menurut Prof. DR. D. Schaffmeister, Prof. DR. N. Keijzer dan MR. E. 
P.H. Sutorius, pelaku artinya secara lengkap memenuhi semua unsur delik. 
Sedangkan orang yang menyuruh lakukan mengambil perkara sendiri, namun 
mempergunakan seseorang perantara yang tidak dapat dipidana guna 
mencapai tujuannya. Dan yang dimaksud dengan ikut serta melakukan 
(medeplegen) apabila seorang pelaku ikut serta mengambil prakarsa dengan 
berunding dengan orang lain dan sesuai dengan perundingan itu mereka 
bersama-sama melakukan delik. 
Noyon yang diikuti Mr. Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana 
menyatakan bahwa mededader adalah orang yang menjadi kawan pelaku, 
sedang medepleger adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. 
Mededader itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana 
dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang 
tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. 
Sedangkan medepleger, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa 
pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi dader, yang lain hanya ikut 
serta (medepleger) saja. Jadi medepleger tidak memenuhi semua unsur 
peristiwa pidana tersebut. Walaupun demikian, sesuai pasal 55 KUHP, baik 
mededader maupun medepleger dipidana sebagai dader. 
Unsur turut serta melakukan hendaknya tiap-tiap peserta harus melakukan 
perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan 





ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta 
melakukan ini adalah adanya kerja sama yang erat antara mereka maka untuk 
dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita dapat 
melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan 
berdiri sendiri terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan dengan peserta 
lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan 
dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya. 
Dalam menentukan garis batas pembantuan ikut serta melakukan karena 
seringkali kedua-duanya dilakukan simultan (bersamaan waktu) lebih-lebih 
menentukan batas perbuatan pelaksanaan prakarsa dan atau peran serta secara 
pribadi. Hoge Raad bahkan menerima bahwa mungkin sekali ada turut serta 
melakukan tanpa kehadiran salah satu pembuat peserta di tempat 
dilakukannya delik (Putusan Container Diefstal Arrest). Sejalan dengan 
ditinggalkannya syarat penyertaan sesungguhnya untuk turut serta melakukan, 
inisiatif bersama sebagai faktor, lebih diperhatikan juga diterima adanya turut 
serta membunuh dal hal seseorang yang tidak berada di tempat pembunuhan, 
tetapi ikut merencanakannya dan menyediakan alat itu. 
Hoge Raad dalam putusannya tanggal 29 Oktober 1934, N.J. 1934 Nomor 
: W. 12851, berpendapat antara lain bahwa : “apabila kedua peserta itu secara 
langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerja 
sama itu sedemikian lengkap dan sempurnanya sehingga tidak penting lagi 
menentukan siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan 
kejahatan”. Bahkan Hoge Raad dalam Arrest-nya tanggal 25 Maret 1901, W. 
7587, berpendapat bahwa orang yang mengamat-amati, dan turut membuat 
rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan, tetap merupakan 
pelaku bersama. 
Mahkamah Agung telah meninggalkan syarat bahwa turut serta 
melakukan harus melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana itu, 
yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I. 
tanggal 22 Desember 1955 Nomor : 1/1995/M.Pid., disebutkan bahwa 
terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, 
dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa 
dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan 
tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Selaku medepleger dari tindak 
pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu melakukan sendiri 
perbuatan pelaksanaan tindak pidana. Seorang medepleger yang turut serta 
melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh 
Undang-Undang dirumuskan untuk tindak pidana itu. 
Mengacu kepada pertimbangan diatas dan dihubungkan dengan 
keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, barang bukti, keterangan terdakwa 
didapat fakta hukum bahwa terdakwa MAB telah melakukan pembayaran 
dana Bantuan Sosial terhadap 202 Proposal TA. 2008 yang seluruhnya senilai 
Rp 8.867.500.000.- (delapan milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta lima 
ratus ribu rupiah) tanpa melakukan verifikasi yang mendalam terhadap 
dokumen-dokumen pendukung sehingga telah dibayarkan kepada 
Lembaga/Organisasi/Yayasan yang tidak berhak menerima dana Bantuan 
Sosial tersebut, Pembayaran tersebut telah merugikan keuangan negara atau 





Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 
31c/HP/XIX.MKS/06/2009 tanggal 17 Juni 2009. 
  
Berdasarkan penjelasan di atas, maka unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP 
telah terpenuhi adanya. 
f. Yang dilakukan secara berturut-turut dan tidak dapat ditentukan lagi 
sebanyak berapa kali atau setidak-tidaknya lebih dari satu kali yang 
merupakan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga 
dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (voorgezette handeling). 
Berikut fakta-fakta hukum yang di temukan dalam persidangan kasus 
Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 
Nomor : 20/PID.SUS/2012/PN.Makassar : 
Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, 
alat bukti surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti, diperoleh fakta 
hukum bahwa terdakwa MAB selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat 
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan bersama-sama dengan saksi AM selaku 
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan telah pengelolaan belanja Dana 
Sosial dan telah melakukan pembayaran atas 202 proposal kegiatan selama 
Tahun Anggaran Berjalan yaitu APBD TA. 2008 terhadap permohonan 202 
Lembaga/Organisasi/Yayasan senilai Rp 8.867.500.000.- (delapan milyar 
delapan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan 
tanpa didasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan Negara/Daerah 
yang baik. 
Menimbang, bahwa pembayaran tersebut didasarkan kepada 202 Surat 
Permohonan Bantuan, 202 Proposal Kegiatan, 202 SK Gubernur Sulawesi 
Selatan, 202 Lembar Kuitansi Pembayaran Dana Bantuan Sosial TA 2008 
tanpa didasari pengujian kebenaran material terhadap dokumen pendukung 
dan tanpa melibatkan Badan Kesatuan Bangsa (Kesbang) Provinsi Sulawesi 
Selatan untuk memastikan kebenaran/keberadaan Lembaga/Organisasi/ 
Yayasan penerima bantuan yang menjadi tugas pokok dari Badan Kesatuan 
Bangsa, berdasarkan Laporan Data Lembaga/Organisasi/Yayasan yang dibuat 
oleh Badan Kesatuan Bangsa dalam bulan Januari s.d Desember 2008, semua 
Lembaga/Organisasi/Yayasan yang mengajukan 202 Proposal semuanya atau 
tidak satupun dari Lembaga/Organisasi/Yayasan tersebut terdata atau terdaftar 
pada Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Sulawesi Selatan, sudah terjadi 
pembayaran dan Bantuan Sosial oleh Terdakwa MAB sejak awal sampai 





berhak menerimanya yang telah menimbulkan kerugian Keuangan Negara 
sebesar Rp 8.867.500.000.- (delapan milyar delapan ratus enam puluh tujuh 
juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan 
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi 
Selatan Nomor : 31c/HP/XIX.MKS/06/2009 tanggal 17 Juni 2009.  
Beberapa perbuatan yang setara antara satu dengan lainnya ada kaitannya, 
dapat dianggap sebagai satu perbuatan yang berkelanjutan (yang diteruskan), 
apabila menurut pengetahuan dan praktek memenuhi syarat sebagai berikut : 
1. Timbul dari satu niat, kehendak, atau keputusan 
2. Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama semacamnya 
3. Waktu diantaranya tidak terlalu lama, tegasnya, antaranya perbuatan yang 
berulang-ulang untuk menyelesaikan itu tidak terlalu lama. 
Berikut uraian mengenai waktu dilakukannya pembayaran : 
MAB telah melakukan pembayaran atas 202 proposal kegiatan selama 
Tahun Anggaran Berjalan yaitu APBD TA. 2008 terhadap permohonan 202 
Lembaga/Organisasi/Yayasan senilai Rp 8.867.500.000 yang dilakukan tanpa 
didasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan Negara/Daerah yang 
baik sudah jelas bahwa tindakan tersebut dilakukan karena adanya niat yang 
timbul, kehendak, atau keputusan yang diambil oleh terdakwa. 
Berdasarkan laporan Badan Kesatuan Bangsa dalam bulan Januari s.d 
Desember 2008, Terdakwa MAB telah melakukan pembayaran secara 
berulang-ulang. Hal ini terbukti ketika pembayaran 202 propsal permohonan 
bantuan sosial dibayar terhitung sejak awal sampai dengan akhir TA 2008. 
 
Berdasarkan uraian diatas, maka unsur “Yang dilakukan secara berturut-
turut dan tidak dapat ditentukan lagi sebanyak berapa kali atau setidak-tidaknya 
lebih dari satu kali yang merupakan beberapa perbuatan yang saling berhubungan 
sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (voorgezette handeling)” 









1. Dasar pertimbangan putusan hakim secara formil terhadap Putusan Nomor : 
20/PID.SUS/2012/PN.Makassar yaitu sudah tepat dan sesuai, mulai tempat 
diprosesnya kasus Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Selatan, sampai terpenuhinya jumlah saksi dan alat bukti. 
2. Dasar pertimbangan putusan hakim secara materil terhadap Putusan Nomor : 
20/PID.SUS/2012/PN.Makassar yaitu segala unsur-unsur dalam dakwaan 
Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 
Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. 
Pasal 64 ayat (1) KUHP sudah tepat dan terpenuhi sehingga kasus ini sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
B. Implikasi Penelitian 
1. Penegakan Hukum di Indonesia terutama dalam penanganan kasus tindak 
pidana korupsi dilakukan secara maksimal dan tindak pandang bulu, tidak 
melihat latar belakang maupun jabatan yang dipangkunya pada saat yang 
bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka, serta segala prosedur yang berlaku 









2. Dalam pembuktian unsur-unsur terhadap apa yang menjadi dakwaan penuntut 
umum terhadap tersangka dipandang perlu memperhatikan secara jelas dan 



















Buku :  
Andi. Korupsi di Indonesia. Jakarta: Gramedia, 1984. 
Andi Hamzah, Jur. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan 
Internasional. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006. 
Andreae, Fockema. Kamus Hukum. Bandung: Bina Cipta, 1983. 
Cahaya S, Surachmin. Strategi dan  Teknik korupsi. Jakarta: Sinar Grafika, 2011 
Departemen Agama R.I. Al-Qur’an dan terjemahannya. Edisi Kedua; Semarang: P.T. 
Karya Toha Putra, 1996.  
Gunawan, Ilham dan Postur. Korupsi di Indonesia-Tinjauan Yuridis, Sosiologis, 
Budaya dan Politik. Bandung: Angkasa, 1993. 
Hartanti, Evi. Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika, 2005. 
KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & KUHAP Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana. Gama Press, 2010 
Kompilasi Perundangan Antikorupsi. Yogyakarta: Pustaka Yustira, 2010. 
Lopa, Baharuddin dan Moh. Yamin. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi. Jakarta: Kipas Putih Aksara, 1997. 
Marpaung, Laden. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 
2005. 
-------. Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya. Jakarta: Sinar Grafika 
Offset, 1992.  
Mubyanto. Ilmu Ekonomi, Ilmu Sosial dan Keadilan. Jakarta: Yayasan Agro 
Ekonomika, 1980. 
Mulyadi, Lilik. Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana. Bandung: PT. Citra 
Aditya Bakti, 2007. 
Myrdal, Gunnar. Asian Drama, an Inquiry into the Property of Nations. Penguin 




Rusli, Muhammad. Hukum Acara Pidana Kontemporer. Bandung: PT. Citra Aditya 
Bakti, 2007. 
Setiawan, Ebta. “Pusat Bahasa”, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam KBBI 
Offline V.1.2. [Software], 2011. 
Soedarso. Korupsi di Indonesia. Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1969. 
Soedarto. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni, 1997. 
Syamsulrizal, Andi Nurhadi. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi 
Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan. Skripsi, Bagian Hukum Pidana 
Fak. Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar, 2013. 
Utrecht, E dan Moh. Saleh Djindang. Pengantar Hukum Administrasi Negara 
Indonesia. Jakarta: Ichtiar Baru, 1990.  
Wiyono. Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005. 
Website : 
apa itu pengertian tindak pidana “, http://www.hukumsumberhukum.com 
/2014/06/apa-itu-pengertian-tindak-pidana.html. (1 Februari 2015). 
http://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif  (2 Februari 2015). 
http://www.beritasatu.com/nasional/231727-4-tersangka-korupsi-bansos-sulsel-
mangkir.html (29 Januari 2015). 
http://www.bpkp.go.id/berita/read/2778/3065/BPKP-Filosofi-Bantuan-Sosial-
berbeda-dengan-Hibah.bpkp. (5 Februari 2015). 
Situs Tabligh. http://tabligh.or.id/2013/korupsi-dalam-pandangan-islam/ (29 Januari 
2015). 
Peraturan Perundang-Undangan : 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 Tentang 





Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 Tanggal 29 Maret 1971 Tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi 
 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi 
 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi 
 
 
 
 
 
 
